PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 80 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR SATUAN PENDIDIKAN
KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan
Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Pada
Dinas Pendidikan Kota Semarang ada ketentuan yang perlu
disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota Semarang Nomor 80
Tahun 2018 tentang Pembentukan Koordinator Satuan
Pendidikan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang
perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor
80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Koordinator Satuan
Pendidikan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang.

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogjakarta;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
114);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Pada
Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2018 Nomor 81).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR SATUAN PENDIDIKAN
KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2018
tentang Pembentukan Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Pada Dinas
Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 80),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan berkedudukan sebagai unit kerja

non struktural yang melaksanakan kegiatan koordinasi layanan administrasi
di wilayah kerja kecamatan.

(2) Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan dipimpin oleh seorang koordinator

yang berasal dari pejabat pengawas sekolah atau pegawai negeri sipil lainnya
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris.

2. Ketentuan huruf a Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
TUGAS
Pasal 4

Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas:

a.

b.

5 09

melaksanakan kegiatan fasilitasi perencanaan program, kegiatan dan
anggaran;

melaksanakan kegiatan koordinasi layanan administrasi pendidikan di
wilayah kerjanya;

melaksanakan kegiatan penyusunan bahan usulan administrasi pendidikan
di wilayah kerjanya;

melaksanakan kegiatan koordinasi pengawas sekolah di wilayah kerjanya;
melaksanakan kegiatan koordinasi pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan di wilayah kerjanya;

melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

melaksanakan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugasnya.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2018
WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 95



